
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2013  merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai salah satu
usaha upaya untuk peningkatan perkembangan
perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan
umum dibidang perbankan, serta peningkatan
pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba
dan/atau keuntungan usaha perbankan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja
Kabupaten Ogan Komering Ulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan
Komering Ulu Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Baturaja.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

SALINAN
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Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1375);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 700 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5629);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja
(Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Baturaja
(Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Baturaja milik Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan
daerah dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Baturaja
(Perseroda).

7. Komisaris adalah organ PT. BPR Baturaja (Perseroda) yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Perusahaan Perseroan Daerah.

8. Direksi adalah organ PT. BPR Baturaja (Perseroda) yang
bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Baturaja (Perseroda).
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BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk
Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dibentuk
pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 1), diubah
nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja yang selanjutnya
disebut PT. BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak
dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan,
kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat
dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan
Komering Ulu beralih kepada PT. BPR Baturaja (Perseroda).

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah
Kabupaten dan dapat mengembangkan usahanya dengan
membentuk Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu
maupun Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  5

Perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
menjadi PT. BPR Baturaja (Perseroda) dimaksudkan untuk
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
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Pasal 6

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering
Ulu menjadi PT. BPR Baturaja (Perseroda) untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
daerah;

b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah

yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengembangkan PT. BPR Baturaja (Perseroda) dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR Baturaja (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.

BAB  VI
KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Baturaja (Perseroda) meliputi :

a. menghimpun dana dari Pemerintah dan masyarakat dalam
bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan
dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;

b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau
kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan
terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;

c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan  dan
lembaga lainnya;

d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan
lembaga lainnya;

e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi
penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi
pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana
desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 9

Tugas PT. BPR Baturaja (Perseroda) untuk melaksanakan
pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah.

Pasal 10

Fungsi PT. BPR Baturaja (Perseroda) sebagai lembaga
intermediasi dibidang keuangan melalui:

a. penghimpunan dana; dan

b. penyaluran dana.

BAB VII
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

(1) Modal PT. BPR Baturaja (Perseroda) dapat bersumber dari :

a. penyertaan modal;

b. hibah; dan

c. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan
pemegang saham lainnya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berasal dari:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah;

c. BUMD lainnya; dan/atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, meliputi:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

(5) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12

Modal PT. BPR Baturaja (Perseroda) yang bersumber dari
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang
saham atas kerugian PT. BPR Baturaja (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 13

(1) Modal dasar PT. BPR Baturaja (Perseroda) untuk pertama
kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas
miliar rupiah).

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kabupaten pada
saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar
Rp13.147.000.000,- (tiga belas miliar seratus empat puluh
tujuh juta rupiah).

(3) Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas modal Pemerintah Kabupaten paling sedikit
sebesar 99,54% (sembilan puluh sembilan koma lima empat
persen) dari modal dasar dan modal Perusahaan Daerah
Pasar Kabupaten sebesar 0,46% (nol koma empat enam
persen) dari modal dasar.

(4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang
dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.

(5) Penambahan jumlah modal disetor untuk memenuhi modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
uang dan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan.

(6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan
keuangan daerah atas usul RUPS.

(7) Penambahan modal disetor berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(8) Penambahan modal disetor berupa barang milik daerah
dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT. BPR
Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus dilampiri rencana perusahaan (corporate plan).
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(10) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.

(2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama
PT. BPR Baturaja (Perseroda).

(3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

BAB VIII
ANGGARAN DASAR PT. BPR BATURAJA (PERSERODA)

Pasal 15

(1) Anggaran dasar PT. BPR Baturaja (Perseroda) dinyatakan
dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Anggaran dasar PT. BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

f. jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap
klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

h. nilai nominal setiap saham;

i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan
anggota Direksi;

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
anggota Komisaris dan anggota Direksi;

l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IX
ORGAN PT. BPR BATURAJA (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Organ PT. BPR Baturaja (Perseroda) terdiri dari :

a. RUPS;

b. Komisaris; dan

c. Direksi.

(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Baturaja
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 17

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR
Baturaja (Perseroda).

(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.

(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.

(4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku.

(5) RUPS luar biasa dapat diadakan apabila diperlukan sesuai
dengan kebutuhan.

(6) RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Direktur
Utama.

(7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS
yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 18

(1) Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan
paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri
atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
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(2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah
Kabupaten .

(3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan
tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan
kegiatan usaha PT. BPR Baturaja (Perseroda) kepada
Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan,
tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran
Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 19

(1) Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

(3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)
orang.

(4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektifitas pengurusan BPR.

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan,
tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran
Dasar.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai PT. BPR Baturaja (Perseroda) merupakan
karyawan PT. BPR Baturaja (Perseroda) yang
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Baturaja
(Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman
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pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Baturaja
(Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Anggaran Dasar.

Pasal 22

(1) Laporan Komisaris terdiri atas :

a. triwulan; dan

b. laporan tahunan.

(2) Laporan Direksi terdiri atas :

a. laporan bulanan;

b. laporan triwulan; dan

c. laporan tahunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan
laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

(1) Tahun buku PT. BPR Baturaja (Perseroda) disamakan
dengan tahun takwim.

(2) Penggunaan laba PT. BPR Baturaja (Perseroda) diatur
dalam Anggaran Dasar.

(3) Laba bersih PT. BPR Baturaja (Perseroda) setelah dikurangi
pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:

a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang
saham 55 % (lima puluh lima persen);

b. cadangan 20% (dua puluh persen);

c. tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social
responsibility 3% (tiga persen);

d. tantiem 4% (empat persen);
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e. jasa produksi 8% (delapan persen; dan

f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

(4) Bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi
bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak
daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan
lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa
produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 24

(1) PT. BPR Baturaja (Perseroda) dapat melakukan kerjasama
dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan
lembaga lainnya.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain dilakukan melalui program:

a. kemitraan;

b. kerjasama operasi (joint operation); dan

c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap
pengurusan PT. BPR Baturaja (Perseroda).

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan
fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang
melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan
Sekretaris Daerah.
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Pasal 26

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap
pengurusan PT. BPR Baturaja (Perseroda) pada kebijakan
yang bersifat strategis.

Pasal 27

(1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan
fungsi pembinaan teknis PT. BPR Baturaja (Perseroda)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b
mempunyai tugas melakukan :

a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. pembinaan administrasi; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang
melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Baturaja
(Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau
unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani
PT. BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 28

(1) Pengawasan terhadap PT. BPR Baturaja (Perseroda)
dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang
baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan
eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Baturaja
(Perseroda).

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi pengawasan.
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BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 29

(1) Pembubaran PT. BPR Baturaja (Perseroda) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

(2) Pembubaran PT. BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Periodisasi jabatan Komisaris, dan Direksi yang telah
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa
jabatan dimaksud.

(2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya
sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak
kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar
PT. BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 31

(1) Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang telah diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap
melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan
atau masa tugasnya.

(2) Kerja sama yang telah ada dan sedang berjalan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai
berakhirnya kerja sama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 14); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 1);
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